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Ketimpangan Makin Cepat

68 Juta Penduduk Rentan Jatuh Miskin

TANTANGAN INDONESIA PADA 2015

J\h ARTA, KOMPAS — Penanggulangan

X kinan dan keti

menjadi

terbesar, Tingkat penurunan kemiskinan terus
melambat, yakni hanya 0.7 persen pada 2012-2013

atau terendah dalam 10

ahun terakhir. Kondisi itu

diperparah dengan ketimpangan yang makin cepat.

Hal ku terungkap dalam Kon-
ferensi fonk Dunia “Hig Tdeas,
Kemiskiran
dan Retimpangsn”, di Jokirta,
clasa (239). Koaferensi it te-
it dihadid Wakil  Presiden
Boodiono dan wakd presiden ter-
pilih 2014-2019 Jusuf Kalla
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berkembang pesat hingga men-
i satu-satuanys
Teragara y3
elonpok
domestik beuto terboxar &
fania

Akan tetapl, menurut Liporas
Hank Dunia, pertumboban cko

ya sedikit Jebih tingd dibun
isghean dengan Kelwngs mibkin
Guncangan ekonoml, seperti o

protensi mem
st kelompok perdodu - ter
sebut kesbal jatub miskin

Pponurunzm -

l‘vnm* l.m h'l\m
meentn
Iebih sl ) h)u_.r dant ke
eniskinan. Indomesia meajdi
lah saty negars deagan penkng-
Katan ketimpangas teroepat di
kawasan Asia Timur, Koefisien
Wini, yang mengukur ketienprang-
an Konsumsi, telsh meninglest
dari 0:30 pada 2000 menjadi s
Kitar 041, poa 2012 Indorsia

& negrn 1ot terutamns Pubs
Jawa

Ketempangan yang menicgkt
dulam beberapa tabum tesnkhie
berpotenst menciptakon konlik
wnial dan mombesat masyarakst
madskin debdh sulit ustuk kebsar
dari jerat kemiskinan

Rentan krisis

Boedion mengemukadon,
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alaman krisis ekonomi tahun
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Kum ity merupakan produk peo-
s politik schirggs pembenahan
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tetapi masih ada ketimpangan,
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tur dan duikungan riset yang di
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Pencliti Tkhsan Modjo menils,
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Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi tantangan terbesar. Tingkat
penurunan kemiskinan terus melambat, yakni hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau
terendah dalam 10 tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan ketimpangan yang
makin cepat

Hashtag Berita
#KesenjanganSosial
#DayaSaing

#PertumbuhanEkonomiNasional ~#MEA(MasyarakatEkonomiAsean)
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Berani Bongkar Fiskal

RAPBN 2015 Tidak Membawa Perubahan Signifikan

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015
oleh pemerintah dan DPR periode 2009-2014 tidak
membawa perubahan signifikan. Stimulus fiskal
tetap minimalis. Pemerintahan baru harus berani
membongkar fiskal agar menjadi stimulus

ckonomi.

Demikian disampaikan Kepala
Pusat Studi Ekonomi dan Ke-
bijakan Publik Universitas Ga-
djah Mada, Yogyakarta, A Tony
Prasetiantono, dan Guru Besar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas  Brawijays, Malang,
Ahmad Erani Yustika, sccara ter-
pisah, Selasa (23/9). Keduanya
menanggapi postur APBN 2015
vang disepakati oleh Kemente-
rian Keuangan selaku wakil pe-
merintsh dan Badan Anggaran
DPR, Senin malam,

Erani menyatakan, usaha efi-
siensi  dalam  pembahasan
RAPBN 2015 antara pemerintah
dan DPR patut diapresiasi. Na-
mun, efisiensi itu belum me-
nyentuh persoalan yang substan-

tif. Efisiensi, misalnya, tidak
menyasar  anggaran  belanja
kementerian - dan lembaga

negara vang boros dan tum-

pang-tindih untuk direalokasi-
kan ke program produktif. Pa-
dahal, nilainya diperkirakan Rp
100 triliun

Menurut Erani, dari sisi pe-
nerimaan, belum ada terobosan
progresif, baik pajak maupun
penerimaan negara bukan pajak.
Rasio pajak masih stagnan di 12
persen. Padahal, tahun depan,
dengan adanya rencana pengu-
atan  kewenangan  Direktorat
Jenderal Pajak  sekaligus  pe-
negakan hukum sektor perpa-
jakan, rasio pajak bisa mencapai
13 persen.

"Dengan perubahan minima-
lis ini, revisi APBN 2015 oleh
pemerintahan presiden terpilih
Joko Widodo menjadi penting.
APBN mesti menjadi stimulus
fiskal. Ini tidak saja menyangkut
besaran  anggaran, tetapi juga
ang tak kalah penting alokasi

anggaran untuk kegiatan produk-
tif,” kata Erani.

Tak ada perubahan

Secara terpisah, Tony berpen-
dapat, tak ada perubahan sig-
nifikan antara RAPBN 2015 dan
APBN 2015 yang disepakati. Per-
soalan dasar, seperti besarnya
subsidi bahan bakar minyak
(BBM), tetap tak teratasi
Ujung-ujungnya stimulus fiskal
tetap saja minimalis,

“Saya belum melihat perubuah-
an signifikan dalam APBN 2015,
Subsidi BBM masih terlalu besar.
Aspirasi presiden baru Jokowi
Jjuga belum tampak,” kata Tony.

Kenaikan harga BBM guna
memperbaiki  fiskal, menurut
Tony, menjadi keniscayaan,
Langkah itu sebaiknya dilakukan
pada November 2014 mengingat
momentum terbaik pada Sep-
tember 2014 tidak mau dilakukan
Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono. Inflasi November bia-
sanya landai,

Sebelumnya Menteri Keuang-
an M Chatib Basri menyatakan,
salah satu poin penting APBN
2015 hasil kescpakatan peme-
rintah dan DPR adalah defisit
yvang lebih kecil daripada versi
nota kevangan. Berdasarkan ver-

si nota keuangan, defisit sehesar
Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen
terhadap produk domestik bruto
(PDB). Defisit APBN 2015 di-
scpakati Rp 2459 triliun atau
2.21 persen terhadap PDB.

Sementara itu, dalam seminar
yvang diselenggarakan Lembaga
Penjamin Simpanan, Selasa, di
Jakarta, para pembicara, yakni
Guru Besar International Finan-
cial System Harvard Kennedy
School (AS) Carmen M Reinhart,
Menteri Keuangan Chatib Basri,
dan pengamat ckonomi Unika
Atma Jaya, Jakarta, A Prasetyan-
toko, mengatakan, negura ber-
kembang, termasuk  Indonesia,
menghadapi tantangan yang kian
berat tahun depan. Harga ko-
moditas akan stagnan atau cen-
derung turun karena permintaan
global melambat.

Reinhart mengungkapkan, era
komaoditas berakhir awal 2013,
Negara-negara berkembang Kini
mengalami tekanan inflasi dan
masuknya modal asing secara
masif. "Setelah kondisi ekonomi
yang menguntungkan negara
berkembang berakhir 2014, sa-
atnya negara berkembang ber-
siap menghadapi tantangan yang
berat ke depan,” ujamya.

(LAS/AHA)

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 oleh
pemerintah dan DPR periode 2009-2014 tidak membawa perubahan signifikan.
Stimulus fiskal tetap minimalis. Pemerintahan baru harus berani membongkar fiskal
agar menjadi stimulus ekonomi

Hashtag Berita :
#APBN2015 #TransisiPemerintahan #PenerimaanNegara
#ProdukDomestikBruto(PDB) #Inflasi #Investor #KementerianKeuangan

#SubsidiBBM
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Ewiz C

aporan Bank Dunia menye-
butkan angka kesenjangan
antara kaum kaya dan mis-
kin di Indonesia mening-
kat. Walaupun upaya mengatasi
kemiskinan mengalami kemajuan,
Indonesia menjadi salah satu ne
gara dengan ketimpangan tercepat
di Asia Timur
“Ketimpangan dan mengatasi
kemiskinan merupakan tantangan
paling penting bagi pemerintah
mendatang. Ketimpangan inl yang
membuat masyarakat miskin sulit
keluar dari kemiskinan,” kata Kepala
Perwakilan Bank Dunia untuk Indo-
nesia Rodrigo A Chavez sant Konfe
rensi Penanggulangan Kemiskinan
di Jakarta, kemarin. Hadir sebagai
pembicara utama dalam konferensi
tersebut Wakil Presiden Boediono.
Lebih lanjut Chavez menjelas
kan, meskipun terjadi penurunan
kemiskinan, angka penurunannya
hanya 0,7% selama periode 2012-2013
Tingkat penurunan itu merupakan
yang terkeci] dalam satu dekade ter-
akhir, Walaupun diakui Indonesia
berhasil mengurangi tingkat kemiskl-
nan dari 24% pada 1999 menjadi
11.3% pada 2013. *Ketimpangan dan
melambatnya penurunan kemiskinan
inl berpotenst menciptakan konflik
sosial. Hal inl mengurangl manfaat
dari tingginya pertumbuhan ekonomi
beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Ia menyebutkan saat ini angka koe
fislen Ginl atau alat untuk mengukur
ketimpangan konsumsi di Indonesia

swasta dan masyarakat sipil menjadi kebijakan
substansial dalam mengatasi kesenjangan.

sekitar 0,41 atou meningkat dari 0,30
pada 2000, Kesenjangan itu terutama
terjadi antara wilayah Jawa dan wila-
yah lainnya, seperti Indonesia Timur
“Karena itu, implementasi kebijakan
publik yang efektif, membangun
kemitraan dengan swasta dan ma
syarakat sipil akan menjadi kebl
jakan substansial untuk difalankan,”
ungkopnya

Tantangan

Saat membacakan pidato, Wapres
Boediono mengakul bentuk-bentuk
ketimpangan ekonomi dan sosial bisa
terjadi di negara-negara berkembang,
Khususnya Indonesla. Pasalnya, tan
tangan ketimpangan di negara ber
kembang lebih beragam ketimbang
negara majuw. “Di negara berkembang,
sumber ketimpangan banyak terjadi,”
ujarnya.

1a menyebutkan sejumlah alasan
telah menyebabkan ketimpangan
itu terjadi. Pertama, masih banyak
pihak yang belum taat pada hukum
yang berlaku, “Kondisi ini seperti wild
west. Obat mujarab untuk mengatasi
ketimpangan ini lalah penegakan hu-
kum.” ujarmya

Kedua, muncul segmen-segmen
yang secara nominal yang sudah tun-
duk pada hukum, tetapl aturan-aturan
hukum yang ada belum sempurna
dan belum sepenuhnya berjalan baik,
sehingga keglatan rent seeking masih
tumbuh subur di celah-celah aturan
hukum yang ada.

Ketiga, aturan hukum yang tidak
balk, yang meskipun diterapkan
dengan balk, hasilnya tetap tidak

Kesenjangan Kaya-Miskin
semakin Menganga

Kebijakan publik yang efektif, kemitraan dengan

Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Jumilah orang miskin turun, tetapl tingkat ketimpangan pondapatan somakin
obar antara si kaya dan s miskin. Ketimpangan itu semakin tinggl terkhat

dan rasio Gini yang semakin bosar.
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baik. Di sini, rent seeking masih bisa
tumbuh,

Apabila ketiga sumber ketimpangan
itu sudah dapat diatasi dan ternyata
masih ada ketimpangan, kata Wapres.,
jalan yang terbuka lalah mengefek-
tifkan peran negara, termasuk peran
kebijakan fiskalnya

Terakhir, ungkapnya, apabila semua
itu sudah dilakukan, tapi masih juga

terjadi ketimpangan, barangkali rea-
lita ftu harus diterima. Bagi Boediono,
amat "lllll:hlﬂ kﬂlmp.lugun itu di
sebabkan perbedaan kemampuan
setiap orang. “Ketimpangan semacam
itu menurut pandangan saya justru
dapat menjadi sumber kemajuan,”
pungkasnya. (X-7)

emir@mediaindonesia.com

Kebijakan Publik yang efektif, kemitraan dengan swasta dan masyarakat sipil menjadi

kebijakan substansial dalam mengatasi kesenjangan

Hashtag Berita :

#KesenjanganSosial #PendapatanMasyarakat #PertumbuhanEkonomiNasional
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Utang Berlebih Rawan
Krisis Berkepanjangan

GURU Besar Universitas Harvard Car-
men M Reinhart mengingatkan pe-
mangku kepentingan sektor finansial di
Tanah Air untuk mengantisipasi krisis
yang mungkin terjadi saat suku bunga
The Fed naik dan utang valas tergolong
tinggi. “Karena selama ini penyebab
utama Krisis ialah rasio utang tinggi,
dari dalam maupun luar negeri,” ujar
Reinhart pada Seminar Internasional
Befriending with the ‘Boom-Bust’ Cycle,
di Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan perihal krisis glo-
bal 2007-2009 yang dimulai dari krisis
kredit perumahan di AS dan kemudian
merambat ke berbagai penjuru dunia.
Dari Krisis-krisis sebelumnya yang ju-
ga pernah timbul pada 1991, 1999, ia
berkesimpulan utang ialah salah satu
penyebab krisis jadi berkepanjangan.
“Dengan mengurangi rasio utang akan
menekan kebutuhan dolar, terutama ke-
tika pasar uang AS lebih menarik karena
suku bunga acuannya naik nanti.”

Utang yang ia maksud bukan hanya
utang pemerintah dan korporasi, me-
lainkan juga utang individu atau rumah
tangga. Maka, pemerintah perlu mem-
perhatikan risiko sistemik dari pergerak-
an Kurs dan meninjau kebijakan seperti
loan to value, pembatasan laju kredit,
dan sebagainya. Aliran dana invetasi

langsung asing, modal, serta pengem-
bangan sektor spesifik, seperti industri
dan keuangan juga perlu dicermati.

Pada saat ini, imbuh Reinhart, dunia
memang tidak dalam masa mengawali
Krisis. Namun, semua pihak perlu
mempersiapkan diri menghadapi segala
gejolak yang mungkin terjadi.

Menteri Keuangan Chatib Basri yang
hadir dalam seminar itu sepakat nega-
ra-negara emerging market, termasuk
Indonesia, harus waspada dengan
perubahan suku bunga AS, sebab ada
risiko capital outflow. Hal itu pun harus
dicermati perbankan yang kini tengah
mengalami likuiditas ketat.

Persiapan lain yang dapat dilakukan
dalam menghadapi tantangan glo-
bal yakni dengan pengetatan fiskal.
“Pengetatan fiskal mungkin akan terus
dilanjutkan, kami yakin itu akan mengu-
rangi defisit anggaran,” ujar Chatib.

Lalu langkah kedua menghadapi
gejolak ekonomi global ialah dengan
memperbanyak sumber pendanaan do-
mestik. Akan tetapi, pada postur RAPBN
2015, pagu utang luar negeri justru naik
menjadi Rp23,8 triliun. Untuk menekan
sumber pembiayaan dari asing, Chatib
mengemukakan sedang ada penyusun-
an aturan baru. “Caranya sedang diper-
siapkan oleh BL" (Ire/E-2)

Finansial di Tanah Air untuk mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi pada suku
bunga The Fed naik dan utang valas tergolong tinggi. penyebab krisis utama ialah rasio

utang tinggi dari dalam maupun luar negeri

Hashtag Berita :
#StabilitasEkonomiNasional
#UtangLuarNegeridanDalamNegeri

#KementerianKeuangan

#ValutaAsing

#Investor
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Program Unggulan Jokowi
Butuh Anggaran Rp 300 Triliun

Kebutuhan anggaran
yang cukup besar tersebut
rencananya dapat
dipenuhi dari berbagai
dana optimalisasi seluruh
kementerian/lembaga.

Dusep Malik

JAKARTA - Pemerintah Joko
Widodo~Jusuf Kalla  mengakui

membutuhkan dana lebih dar Rp
300 triliun untuk mengerjakan sem-
bilan program unggulan di bidang
infrastruktur dan upaya pengen-
tasan kemiskinan yang belum ma-
suk Rancangan Anggaran Pendapat-
an Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Dolfie O.F.P, Anggota Komisi
X1 Dewan Perwakilan Rakyat dari
Fraksi Partai Demokrasi Indone-
sia-Perjuangan, mengatakan kebu-
tuhan anggaran yang cukup besar
tersebut rencananya dapat dipe-
nuhi dari berbagai dana optimal-
isasi seluruh kementerian flembaga
yang nilainya dapat mencapai Rp
600 triliun dari belanja RAPBN
2015 sebesar Rp 2.019 triliun.
Menurut Dolfie, sembilan pro-
gram unggulan tersebut adalah
modernisas:  pasar, peningkatan
kualitas rumah sakit dan puskes-
mas, menambah Penerima Bantu-
an luran (PBI) untuk Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS),
pendidikan wajib belajar 12 tahun,
infrastruktur untuk mempercepat
kedaulatan pangan dan infrastruk-
tur dasar untuk perekonomian.
“Yang jelas totalnya lebih dari
Rp 300 triliun untuk sembilan pro-
gram Nawa Cita tahun depan, Dana
itu sementara belum ada karena
APBN 2015 masih Kementerian

Pemerintah baru diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp300 trilkun un-
tuk mewujudkan sembilan program unggulan infrastruktur

Dolfie menambahkan, dana op-
timalisasi tersebut ke depan juga
masih harus dilihat apakah bisa
mengakomodir seluruh program
presiden terpilih, sehingga opsi
lainnya seperti menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) men-
jadi opsi paling akhir yang akan
diambil

Rini Soemamo, Kepala Tim
Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla,
mengatakan opsi untuk menam-
bah alokasi anggaran dari kenaik-
kan harga BBM subsidi sebenarmnya
masih terus dikaji, sebab yang pa-
ling utama adalah bagaimana me-
ngalihkan subsidi tersebut kepada
masyarakat yang membutuhkan.

Program-program yang masih
disiapkan tersebut antara lain pro-
gram yang produktif di pedesaan

lama, maka nanti ada pe
pada awal Januari 2015 di pemba-
hasan APBN perubahan yang kita
bisa utak-stik kira-kira mencapai
Rp 600 triliun,” tegasnya

yang va menyediakan lapa-
ngan kerja dan kebutuhan pede-
saan seperti irigasi serta pemba-
ngunan air bersith. Semua program
tersebut nantinya dapat member-

o ranmn

dayakan masyarakat dan memban-
tu tambahan pendapatan.

“Program-programnya ya kita
sudah persiapkan. Mandatorymya
itu tadi program-program yang
produktif untuk masyarakat yang
membutuhkan terutama pedesaan.
Selain itu, ada program untuk siswa
yang putus sekolah dan program ke-
sehatan yang lebih menyeluruh yang
belum ada di BPJS,” terangnya.

Dedy Supriadi Privatna, Deputi
Sarana dan Prasarana Kemente-
rian Perencanaan Pe

;Pmmwwlewubmhn
4 Perbaiican kualitas jalan lintas tmur
§ Trans Kafimantan dan Seliwesd

1 Menyedukan bandwih 1 (D per budan/lapita

2 Layanan e-government

3 Pembaoqunan punat indests kreati!
nasiondl bevbass 11
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kebutuhan tersebut salah satunya
berasal dari keinginan mencapai
rasio elektrifikasi mencapai 100%
pada 2019.

Fokus Penyerapan

Sementara itu, David Sumual,
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk
(BBCA), mengatakan alokasi ang-
garan yang besar untuk kegiatan
produktif harus diikuti dengan
penyerapan anggaran vang lebih
baik oleh pemerintah. Terlebih dari

Nasional, sebelumnya mengatakan
dengan anggaran RAPBN 2015 un-
tuk infrastruktur sebesar Rp 1439
triliun maka ada gap kebutuhan
anggaran bila melihat kebutuhan
dari visi misi presiden terpilih,
Menurut dia, bila memasukkan
visi misi presiden terpilih maka
kebutuhan anggaran infrastruktur
2015 mencapai Rp 236,6 triliun
atau ada gap kebutuhan anggaran
sebesar Rp 92,7 triliun. Tambahan

pe sebelumnya para pe-
nanggung jawab proyek takut di-
audit.

Untuk itu, ke depan penyerapan
anggaran diharapkan tidak lagi be-
sar di kuartal 11 dan IV, Pemerin-
tah diharapkan bisa menyiapkan
kelengkapan proyek, baik itu do-
kumen dan persiapan tender. “Ini
masalah sepele tapi dampaknya
besar, terlebih konsumsi mulai me-
ngalami perlambatan saat ini,” te-
rangnya. @

Kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut rencananya dapat dipenuhi dari
berbagai dana optimalisasi seluruh Kementerian/Lembaga

Hashtag Berita :
#RAPBN2015 #TransisiPemerintahan
#KenaikanHargaBBM #ProgramUnggulan

#KomisiXIDPR  #RKP(RencanaKerjaPemerintah)
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Angka Kemiskinan
Hanya Turun 0,7% di 2012-2013

Dusep Malik

JAKARTA - Bank Dunia menya-
takan penurunan angka kemiskin-
an Indonesia sepanjang 2012
- 2013 hanya 0,7%. Penurunan
angka kemi an tersebut adalah
yang terkecil dalam satu dekade
terakhir, sehingga lambatnya penu-
runan tersebut menyebabkan ang-
ka ketimpangan pendapatan di
masyarakat meningkat beberapa
tahun terakhir.

Rodrigo A. Chaves, Kepala Per-
wakilan Bank Dunia untuk Indo-
nesia, mengatakan ketimpangan
pendapatan yang terus meningkat
pada akhir tahun ini berpotensi
menciptakan konflik sosial dan me-
ngurangi manfaat dari tingginya
pertumbuhan ekonomi yang ber-
hasil menurunkan angka kemiskin-
an menjadi 11,3% ps 14.

Menurut di u menja-
di tantangan berat bagi pemerintah
b ngga implementasi kebi-

ijakan publik ke depan
harus bisa lebih diefektifkan de-
ngan membangun kemitraan ber-
sama sektor swasta dan organisasi

-akat sipil.

Ekonom Utama
Bank Dunia, menambahkan meng-

Jumlah Penduduk Miskin &
Tingkat Kemiskinan 2010 - 2014

berikan contoh pemerataan belanja
negara yang lebih didorong pada
pe infrastruktur, pelay-

13,3 W Pendudok Mokin et Orang)

Tinghat Kemiskian (%) | ;4

124

»

WM W12 2003 2018

Somber | s Pusat Statnh § Nota Senungan RAPEN 2015

anan masyarakat dan perlindungan
sosial (social protection).
Vivi memperkirakan, pada 2020

agar pendapatan
, yaitu dengan mening-
.mpr(xlukuhns Saat ini, Indo-
kekurangan tenaga ahli dan
hanya mencetak sarjana baru tanpa
keahlian yang dibutuhkan pasar.
Bank Dunia mencatat, hingga
akhir tahun ini angka Gini Ratio
1

Kedua, sebagai negara berkem-
bang berbagai segmen sudah tun-
duk pada hukum tapi belum sem-
purna sehingga perlu reformasi
hukum. Ketiga, sebagai negara
berkembang ada aturan hukum
yang tidak baik meski diterapkan
dengan baik, tetapi hasilnya tetap
tidak baik. Hal ini hanya bisa dia-
tasi dengan reformasi politik.

Lalu, yang keempat bila ket
sumber ketimpangan itu sudah d:
pat diatasi tapi ketimpangan masih
ada, maka jalan terbuka adalah
mengefektifkan peran fiskal untuk
menyetarakan peluang dan ki
patan m: akat untuk m
lima, apabila s
kan tapi masih ada ketimpangan
maka realita itu harus diterima,
karena bisa jadi disebabkan innate
ability masing-masing orang.

Peningl Riset

I pen-

kat terus mening-

kat dari 0,30 pada 2000, menjadi

kitar 0,41 pada akhir 2013. Ke-

ngan antar daerah pun tetap
1

atasi k dan ki
ke depan tidak cukup hanya ll\cng-
andalkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, tapi juga perlu satu
proteksi. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi juga harus didorong de-
ngan pemcr;ll;mn p\'l“lﬂ]k’l“lll,
Pemerataan pendapatan terse-
but diyakini bisa membawa Indo-
nesia ke luar dari jebakan negara
berpendapatan  menengah u
middle income trap. Vivi mem-

sia timur tertinggal dari
ah lain Indonesia terutama

smentara itu, Boediono, Wakil
den menyatakan meningkat-
nya angka Gini Ratio dan kemiskin-
an di Indonesia disebabkan karena
lima hal. Pertama, sebagai negara
berkembang yang memiliki banyak
segmen belum tunduk pada rule of
law sehingga hanya bisa diselesai-
kan dengan penegakan hukum.

Sedangkan, Jusuf Kalla, Wakil
Presiden terpilih, mengungkapkan
agar kemiskinan dan kvtimpang.m bi-
sa diturunkan, hal penting yang harus
dilakukan adalah meningkatkan dayva
saing dengan cara meningkatkan ri-
set-riset, dan kebijakan yang pro pada
peningkatan bibit pert: 3

Hal-hal tersebut akan mengu-
rangi angka kemiskinan sebab ba-
nyak membuka lapangan kerja
dan meningkatkan pendapata
“Dengan riset maka daya saing
kat yang selama ini miskin
meningkat dan dengan sendirinya
kemiskinan turun,” tegasnya. @

Bank Dunia menyatakan penurunan angka kemiskinan Indonesia sepanjang 2012-2013
hanya 0,7% adalah terkecil dalam satu dekade, sehingga lambatnya penurunanan
kemiskinan menyebabkan angka ketimpangan pendapatan dimasyarakat

Hashtag berita
#KesenjanganSosial
#KemiskinanStruktural

#PertumbuhanEkonomiNasional #PendapatanMasyarakat
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Pemerintah
Baru Optimistis
Pertumbuhan
Ekonomi
Capai 7%
DusepMalik

JAKARTA - Pemerintah baru Dia menambahkan, selain terus
optimistis target pertumbuhan mengejar produktifitas dalam be-
ekonomi rata-rata sebesar 7% pa- berapa l:}l\un ke dcp_;un pemerin-
da 2015 - 2019 dapat dicapai. Ju- tah baru juga harus bisa mengatasi
suf Kalla, Wakil Presiden Terpilih, me'lqh '\u‘)»mmm] "‘»;m,g wl,ama
mengungkapkan pertumbuhan ter- ini (!xl?;nszni)n_ p'cmcrmll‘;xlhk -‘.‘;"“;
sebut dapat dicapai dengan terus TOCIEAAN REIORiIAD, kgl

. 5 tertentu yang ingin terus melaku-
meningkatkkan produktifitas dalam kan impor beras, gula dan produk

negeri .\'chinggn_lm'n\iliki daya saing lainnya.
dengan k()mp('tlmr: Armida  Salsiah  Alisjahbana,
Menurut Jusuf Kalla, ‘l""K‘!“ Menteri Perencanaan Pembangun-
berbagai sumber daya manusia an Nasional, mengatakan untuk
dan sumber daya alam yang besar mendorong pertumbuhan ekonomi
membuat Indonesia memiliki po- lebih tinggi, pemerintah baru perlu
tensi untuk meningkat menjadi ne- menyelesaikan hambatan (the bot-
gara maju. Potensi tersebut sampai tleneck) dalam empat bulan per-
saat ini diakui masih belum tergali tama pemerintahan.
dengan baik sehingga perlu pe- Masalah-masalah tersebut anta-
ningkatan riset dan perbaikan me- ra lain berbagai regulasi yang tum-
todologi. pang tindih dan peningkatan infra-

“Kita itu punya sumber-sumber struktur dasar.

ekonomi yang besar sehingga se-
harusnya kita bisa mencapai per-
tumbuhan ekonomi double (E;il
seperti China yang mencapai 12%,

Pengalihan Subsidi

Sementara itu, Josua Pardede,
Ekonom PT Bank Permata Tbk
(BNLI), mengatakan pertumbuh-

masa dengan target 7% saja kita ti- an ekonomi akan lebih tinggi jika
dak bisa, tentu itu harus didukung masalah struktural yang dihadapi
dengan menaikkan produktifitas,” bisa diselesaikan lebih cepat yaitu
terangnya, kemarin. dengan menaikkan harga Bahan
Jusuf Kalla menuturkan, me- Bakar Minyak (BBM) subsidi.
ningkatkan produktifitas tentunya Kenaikkan harga BBM tersebut
bisa dilakukan dengan berbagai ri- pada akhimya memberikan keper-
set sektor-sektor yang menjadi pe- cayaan pada pasar bahwa pemerin-

tah serius memperbaiki masalah
dalam negeri, sehingga dapat me-
ningkatkan peringkat investment
grade dari Standard and Poor’s
(S&P). Dengan demikian maka in-
vestasi akan lebih ekspansif masuk
ke Indonesia. @

nopang ekonomi Indonesia seperti
pertanian dan perikanan. Riset itu
dibutuhkan karena melihat lahan
atau sawah yang semakin sempit
namun perlu pengembangan untuk
vang lebih besar.

Selain itu, peningkatan produk-
tifitas juga perlu dikembangkan de-
ngan mendorong sektor manufak-
tur yang dapat menyerap banyak
lapangan kerja. Sektor tersebut saat
ini diakui masih memiliki hambat-
an dan membutuhkan dukungan
ketersediaan listrik dan infrastruk-
tur pendukung

Pemerintahan baru optimistis target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% pada
2015-2019 dapat dicapai. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengungkapkan
pertumbuhan tersebut dapat tercapai dengan terus meningkatnya produktivitas dalam
negeri, sehingga memiliki daya saing dengan kompetitor

Hashtag Berita :
#TransisiPemerintahan #PendapatanNegara #PertumbuhanEkonomiNasional
#MEA(MasyarakatEkonomiAsean) #DayaSaing #KenaikanHargaBBMBersubsidi
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APBN 2015 Diproyeksikan
Defisit 2,21% dari PDB

| Postur RAPBN 2015
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Pengurangan defisit ini
menunjukkan bahwa
pemerintah memberi ruang
fiskal yang lebih besar untuk
pemeritah baru

Nurul Fitriany

JAKARTA Pemerintah dan
Badan Anggaran (Banggar) De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
sepakat defisit anggaran pada 2015
sebesar 2,1% dari Produk Domes-
tik Bruto (PDB), lebih tinggi dari
kesepakatan panitia kerja (Panja) A
sebesar 2,00%, Hal ini dikarenakan
ada tambahan belasja peioritas Rp
8,2 triliun,

D e T

Dalam kesepakatan yang diba-
cakan oleh Tamsil Linrung, Wakil
Ketua Banggar DR RI, disebutkan
postur APBN 2015 dengan defisht
2% i beum menyelesaikan
panja belanjs. Hingga berita ini di-
turunkan pembabasan belanja ma-
sih dilaksanakan. “Postur berdasar-
kan hasil panja pendapatan dan
pembizvaan,” terangnya,

Meski  anghka defisit  yang
disepakati tersebut Jebih besar di-
bandingkan dengan kesepakatan
Panja A, tetaps masih lebéh rendah
dibanding asumsi RAPEN 2015
yang diajukan pemerintah scbesar
2.32% atau senilai Rp 257.6 triliun,
dengan belanja negara sebesar Rp
2.019,9 triliun dan pendapatan pe-
garn sebesar Rp 17623 tribun,

Pererimaan negars 2015 dperiiaaian lobih besr kasena meningiatiys Ming minyak

LT

Ancls Hadiyanto, Kepala Kebiak-
an Fiskal Kementerian Keuangan,
menjelaskan pendapatan negars
tabun 25 ditetapkan sehesar Rp
1.793.6 triliun demgan pendapat-
an perpajakan sebesar Rp 13803
triliun dan pendapatan negara bo-
kan pajak (PNEP) sebesar Rp 4103
triliun. Penerimaan negara ind lebih
tinggi dibandinghen dengan usulan
dalam nota kewangan sebesar Rp
1.762.3 triliun

Peocrimann yaog lebih tinggi
tersebut dikarenakan peninghatan
lifting minyak, cast recovery, pe
ningkatan laba Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), serta peningkatan
PNEP migas dan cukad, “Sedang-
kan tax ratio sendiri, dstargetkan
masih 12 38% hampir sama dengan
target tahun ini,” terangnya

Dari sisd defisit anggaran, Andin
mengatakan target defisit anggaran

yang bebih tinggi dari kesepakatan
pamja A, karena pemeriatab e
nambahkan beberapa belanjs pri-
oritas sehesar Rp 8.2 triliun. Belan-
ja tersebut terdini dani belanja ca-
dangan pertindungan sosial umtuk
kompensasi kenalkan harga Baban
Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5
triliun dan cadangan penyesuaisn
anggamn pendidikan sebesar Rp
3.2 triliun

Penetapan tambahan  belanja
peiocitas tersebut, belanja peme-
rintah pada 2015 meningkat men-
jadi Rp 2.039.5 triliun. Angka ini
lebih tinggi dibandingkan dengan
kesepakatan panja A scbesar Rp
2.017,6 triliun dan waslan pemerin.
tah dalam pota kewangan sebesar
Rp 20199 triliun. Bdanf negara
schesar Rp 2.039.5 triliun Serdini
dari belanja pemerintah pusat se-
besar Rp 1.392.4 triliun dan trans-

fer daerah dan dana desa sebesar
Rp 647 triliun

Dengan  pengurangan  defisit
anggaran, lanjut Andin, terjadi pe-
ngumngan pencrbitan Surat Ber-
harga Negara Sebesar Rp 27,9 tn-
bun dan pembayaran bunga utang
sebesar Rp 1.8 triliun

Bambang PS  Brodjonegoro,
Wakil Menteri Keuangan 11, me-
mambahkan postur APEN tersebut
masth angka sementara karena me-
ounggu hasil pembahasan panja
belanjs. Pengurangan defisit ind
menunjulkkan bahwa pemerintah
memberi ruang fiskal yang lebih
besar untuk pemeritah baru

“Paling tidak, yang penting ada
efek mengurangl budget. Kenapa
saya ngomong di situ karena saya
lihat risiko pormalisasi itn ada

Kalau ada rocking waters {air yang
bergejolak), vang dilakukan jangan
sampal fnancing ot tergantung
Karena itu defisituya  diperkecil,
yang kedua dicari sumber pendana-
annya,” kataoya

Bambang mengatakan penerbid-
tan SBN sudah diturunkan sebesar
Rp 27,9 triliun dan walan dalam
nota keuangan. Ini dapat lebéh rem-
dah lagi jika pemerintah baru me-
ourankan subsidi BBM. Menurut
Bambang, peniurunan defisit sangat
penting karena tekanan global aki-
bat kebijakan normalisasi Bank
Sentral Amenka Serikat (The Fe-
deral Reserve/The Fed)

“Defisit kita perkecil supaya
ketergantungan sama foreign fi-
nancing jadi lebih kecil, kemudian
source financing-oya darl dotses-
tik dengan begity mitigasinya lebily
mudab,” tuturnya

Lebih lanjut, Bambang menga-
takan untuk belanjs terutama infra-
struktur sangat bergantung dari pe-
merintah bans. Menurut Bambang,
belania yang akan ditetapkan peene-
rintah sast ind dengan DPR hanya
sehatas haseline, tidak ada proyek-
proyek baru yang akan damasukkan.

Chatid  menambahkan defisit
anggaran yang lebih rendah ind,
merupakan upayas yang cukup baik
untuk mengurangi utang, Per
timbangan wtama adalah risiko
Iuar negert yang cukup besar yaity
pengetatan lkaiditas. @

Pengurangan Defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi ruang fiskal yang
lebih besar untuk pemerintah baru

Hashtag Berita :
#BangarDPRRI

#ProdukDomestikBruto(PDB)
#StabilitasEkonomiNasional #KenaikanHargaBBMBersubsidi

#RAPBN2015

#KebijakanFiskal
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Pemerintah Alokasikan Dana Kompensasi Rp 5 Triliun

JAKARTA -
loka

Pemerintah meng-
1 st

B8 p
kenaikkan harga Bahan Bakar Mi-
nyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp
5 triliun pada Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (APBN)
2015. Kompensasi ini diperkirakan
untuk Bantuan Langsung Tunai
(BLT) selama tiga bulan jika peme-
rintah baru menaikkan harga BBM
bersubsidi.

Chatib Basri, Menteri Keuangan,

mengatakan pemerintah  kembali
mengalokasikan anggaran kompen-

sasi BBM sebesar Rp 3 triliun sama
seperti dalam APBN-P 2014. Ang-
garan tersebut, menurut Chatib, di-
alokasikan untuk bantuan langsung
tunai selama tiga bulan ~41xn se-
" ah

aa
cuma lur.n di koran
cana naik BBM November,
u naik BB? berarti ada kompen-
sasinya? berarti harus ada kompen-
sasi pada November dan Desember.
Kalau kemudian dinaikkan tahun
depan ada kompensasi sel hm&a di-
siapkan sekarang,” ters
Chatib mcnpnmk.m dengan ada-
nya alokasi anggaran ini, pemerin-
tah baru dapat menaikkan harga
M tanpa takut berdampak ke

ada kompensasi.
Chatib juga menjelaskan aggar-

tuk bantuan langsung tunai, namun

dapat berupa aloka
frastruktur. “Semua tergantung pe-
merintah baru, mau dialokasikan
kemana. Dan keputusan menaik-
kan (harga BBM) juga menjadi ke-
ereka (pe nwrmnh baru)
siapkan ujarnya.

lain, Chatib berharap
d.nan APBN 2015 tidak ada pema-
tokan volume BBM d1l.\m ]uml ah
tertentu seperti tahun i
penting untuk mengantisi

anggaran in-

Kalau BBM naik
sekitar 30% dana
kompensasi yang

dibutuhkan sebesar
Rp 15 triliun. Kalau
Rp 5 triliun mungkin hanya
untuk cover dua bulan
pertama pasca
kenaikan saja.

mn;,k.xlm penjualan mobil. Selain
APBN-P juga diharapkan juga
an keleluasaan mengenai
an harga BBM bersubsidi
Satya W Yudha, Anggota Badan
Anggaran dari Fraksi Golkar, me-
gatakan keputusan dikunci atau
tidaknya volume BBM bersubsidi
sangat tergantung dalam pemba-
hasan draf Undang-Undang APBN
2015.
Menurut dia, yang ideal kenaik-

| Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi 2006 - 2014
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kan harga BBM subsidi harus me-
lalui rapat konsultasi dengan DPR
terlebih dahulu. “Dulu kita buka
opsi untuk menaikkan (
BBM bersubsidi tidak dilakukan,
begitu opsi ditutup mercka mau
naikkan. Jadi lebih baik sekarang
dibuat kenaikkan dapat dilakuk:
setelah melakukan konsultasi de-
ngan DPR.” katanya.

Lana Soelistianingsih, Kepala
Ekonom PT Samuel Asset Man-
agement, mengatakan keputusan
mengalokasikan dana kompensasi
kenaikan harga BBM sebesar Rp
5 triliun memang cukup tepat, se-
hingga tahun depan peluang untuk
menaikkan harga BBM besubsidi
jauh lebih tepat

Lana menilai jika kenaikkan
harga BBM subsidi dilakukan pada
tahun ini kurang tepat, karena da-
na kompensasi dan perlengkapan
administrasi lainnya perlu diper-
siapkan sebelum kebijakan terse-
but diterapkan.

Lana memperkirakan dana
kompensasi kenaikan harga BBM

sebesar Rp 5 triliun ulkup untuk
diberikan kepada penerima BLT
vang berjumiah sekitar 15 juta
orang. Namun pemerintah perlu
menetapkan angka yang lebih valid.
Sementara itu, Destry Dama-
vanti, Kepala Ekonom PT Bank
Mandiri Tbk (BMRI), mengatakan
pengurangan subsidi sebesar Rp
4,6 triliun dari usulan yang di-
ajukan pemerintah, hal imi menan-
dakan bahwa pemerintah akan
menaikkan harga BBM. Jika peme-
rintah akan menaikkan harga BBM
susbidi maka ada penghematan
anggaran, dimana setiap kenaikkan
harga BBM sebesar Rp 1.000 per
liter akan ada penghematan se
sar Rp 46 triliun - Rp 47 triliun,
Destry mengatakan perlu ada
keberanian dari pemerintah baru
dalam memutuskan kebijakan
BBM, karena target [wmh.mkun.'m
infrastruktur pemerintah menda-
tang cukup besar seperti memba-
ngun tol laut, dan pertanian yang
butuh dana cukup besar. * Kalau
cuma penurunan Rp 4,6 triliun di
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subsidi BBM itu sangat kecil berarti
kalau kenaikkan hanya sekitar Rp
1.000 per liter atau ini hanya se-
buah pembatasan dan monitoring
kata Destry.

Destry mengatakan tidak ada
pilihan lain, pemerintah baru harus
menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jika pemerintah menaikkan harga
BBM pada November tahun ini ti-
dak perlu dikhawatirkan, karena
masih ada dana kompensasi sebe-
sar Rp 5 triliun, meski jumlahnya ti-
dak terlalu besar. * Kalau BBM naik
sekitar 30% dana kompensasi yang
dibutuhkan sebesar Rp 15 triliun.
Kalau Rp 5 triliun mungkin hanys
untuk cover dua bulan penn
pasca kenaikan

lk«lr\ bei rhamp ke n.uk an h.-r-

perkembangan harga,” jelasnya. @

Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi kenaikan harga Bahan bakar minyak
bersubsidi sebesar Rp. 5 Triliyun pada anggaran pendapatan belanja negara 2015.
kompensasi ini diperkirakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bulan jika
pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi
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